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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemerintah lokal dalam
pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan
Partisipatif (SIMPOR) di Kabupaten Belitung Timur. Pemerintah lokal dalam hal ini
adalah OPD dan pemerintah desa dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka yang mana hasil wawancara
dianalisis menggunakan software Nvivo 12Plus melalui fitur crosstab query. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: 1) penciptaan Aplikasi Simpor sebagai media
monitoring pembangunan partisipatif di Kabupaten Belitung Timur sudah memenuhi
dasar-dasar pengembangan digitalisasi pemerintahan; 2) keterlibatan pemerintah
desa pada Aplikasi Simpor vyaitu sebagai wakil masyarakat yang melakukan
pemantauan dan pelaporan progress pembangunan khususnya dilakukan oleh admin
simpor desa; 3) leading sector (Ekbang) sebagai pihak ketiga berperan sebagai
verifikator yang menjembatani pemerintah desa dengan OPD; 4) tiap OPD
menginput informasi terkait paket pembangunan dan tanggapan terkait monitoring
yang dilakukan oleh pemerintah desa ke dalam aplikasi Simpor. Kesimpulannya
adalah terdapat keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif
melalui Aplikasi Simpor sebagai media e-monev pembangunan fisik berupa
monitoring dua arah yang terjadi dalam proses monitoring pada Aplikasi Simpor.
Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses implementasi
Aplikasi Simpor, yaitu: 1) pengembangan Aplikasi Simpor yang masih lambat; dan
2) SDM pelaksana yang masih terbatas. Saran bagi pemerintah Kabupaten Belitung
Timur untuk memperluas keterlibatan pada Aplikasi Simpor adalah diantaranya: 1)
leading sector, dalam hal ini melalui pemerintah desa sebaiknya mulai memberikan
edukasi ataupun pengenalan Aplikasi Simpor untuk masyarakat secara bertahap; 2)
leading sector sebaiknya merekrut SDM khusus yang memiliki basic IT untuk
mengembangkan Aplikasi Simpor supaya performa yang diberikan lebih maksimal;
dan 3) leading sector sebaiknya menambah SDM operator yang bertugas dalam
verifikasi.
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Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kketerlibatan pemerintah lokal dalam
pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif (SIMPOR) di
Kabupaten Belitung Timur. Pemerintah lokal dalam hal ini adalah OPD dan pemerintah desa dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan adanya ketimpangan data jumlah
pengadaan paket pembangunan konstruksi/fisik di Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu empat
tahun ke belakang yaitu tahun 2018-2021 yang mana selama kurun waktu tersebut jumlah pengadaan
paket konstruksi/ fisik mengalami fluktasi yang cukup signifikan.
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Sumber: (LPSE Kabupaten Belitung Timur, 2021)

Ketimpangan ini mengindikasikan penyerapan anggaran untuk pembangunan kontruksi/fisik di
Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting melakukan
monitoring, pelaporan, dan evaluasi untuk meningkatkan kembali daya serap anggaran pada
pembangunan fisik di Kabupaten Belitung Timur, sehingga ketimpangan yang terjadi bisa diatasi. Dalam
rangka membantu proses pengawasan tersebut agar lebih efektif, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur melakukan inovasi berupa sistem monitoring dan evaluasi pembangunan konstruksi/fisik
elektronik (e-monev). E-monev memberikan beberapa urgensi dalam proses pengawasan pembangunan
fisik. Sistem e-monev yang efektif akan berdampak baik bagi pertumbuhan pembangunan yang
dibuktikan oleh meningkatnya hasil penilaian evaluasi SAKIP, tingkat capaian keberhasilan program
pembangunan, persentase produk hukum yang diselesaikan, serta rata-rata penyerapan anggaran yang
meningkat (Seyselis & Pradana, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam melakukan pengawasan
pembangunan infrastruktur pedesaan, e-monitoring bisa memberikan informasi mulai dari informasi
pencairan dana tahap 1, tahap 2, dan tahap 3; informasi laporan kegiatan kecamatan dan desa; hingga
realiasasi kerja dari target kerja yang telah ditentukan (Afriansyah et al., 2015). Selain dilakukan secara
elektronik, pengawasan pembangunan fisik juga bisa dimudahkan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga jalannya kegiatan pembangunan
agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, serta penilaian dari masyarakat bisa menjadi bahan
evaluasi untuk mengetahui penyimpangan dan permasalahan yang terjadi selama proses pembangunan
(Hardianti et al., 2017). Dalam menjalankan pengawasan pembangunan kontruksi/fisik yang dilaksanakan
di tiap desa, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dimudahkan dengan sebuah inovasi berbasis aplikasi
yang diberi nama Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif (Simpor) (Perbup Belitung
Timur No.26 Tahun 2021).
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Aplikasi Simpor merupakan inovasi yang diciptakan khusus sebagai instrument pemantauan
pembangunan fisik di Kabupaten Belitung Timur dengan melibatkan masyarakat sebagai pemantau
(Ahmad, 2021; Kabupaten Belitung Timur, 2021). Keterlibatan masyarakat pada Aplikasi Simpor saat ini
masih diwakili oleh pemerintah desa, maka dari itu partisipasi yang terjadi berupa keterlibatan
pemerintah desa dalam penggunaan Aplikasi Simpor. Aplikasi Simpor merupakan produk dari salah satu
program Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yaitu Program Bangkit Berdaya Online (program
perubahan sistem monitoring klasik menjadi monitoring online), yang mana ‘Bangkit Berdaya’
merupakan visi dari Kabupaten Belitung Timur itu sendiri (Kabupaten Belitung Timur, 2021). Hal itulah
yang kemudian menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang
di atas, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan
Partisipatif (SIMPOR) sebagai media e-monev di Kabupaten Belitung Timur, serta mengkaji apakah
pembangunan partisipatif di Kabupaten Belitung Timur melalui e-monev mengalami peningkatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Hamdi et al.,
(2020), penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan sejumlah bukti empiris/ data lapangan
yang mendeskripsikan kejadian-kejadian alamiah dan problematis dan juga makna dari kehidupan
masing-masing tiap manusia. Penulis melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang
diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka (Sugiyono, 2015). Wawancara dilakukan kepada pencipta
Aplikasi Simpor yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi, Pembangunan, dan Sumber
Daya Alam (Ekbang) Setda Kabupaten Belitung Timur; Kepala Subbagian Perencanaan Bappelitbangda
Kabupaten Belitung Timur; serta 10 Admin Simpor Desa (Kurnia Jaya, Dukong, Simpang Pesak,
Mayang, Gantung, Aik Kelik, Selinsing, Lalang, Bentaian Jaya, dan Dendang) yang masuk dalam daftar
pengguna Aplikasi Simpor, yang mana penentuan narasumber menggunakan metode purposive sampling.
Dalam penelitian, yang diteliti adalah tentang keterlibatan pemerintah lokal (OPD dan pemerintah desa)
dalam pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor, yang diperoleh melalui wawancara bersama
narasumber. Selain itu penelitian ini juga meneliti lebih lanjut terkait kematangan inovasi Aplikasi
Simpor sebagai media e-monev pembangunan fisik di Kabupaten Belitung Timur. Pada proses
pengumpulan data, pertama adalah melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengetahui
kematangan Aplikasi Simpor sebagai media e-monev di Kabupaten Beltung Timur. Kedua adalah
melakukan wawancara dengan narasumber untuk mengetahui keterlibatan pemerintah lokal (OPD dan
pemerintah desa) dalam pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor. Setelah data primer
terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data sekunder berupa dokumen, laporan,
peraturan-peratuan, visualisasi Aplikasi Simpor, penelitian terdahulu, serta artikel berita yang relevan.
Hasil temuan dianalisis menggunakan interaktif model (Miles et al., 2014) yang mana perolehan data
kemudian di reduksi, dipilih data yang benar-benar dibutuhkan. Data yang dipilih kemudian dianalisis
menggunakan software NVivo 12Plus melalui fitur crosstab query. Hasil analisis software Nivo 12Plus
disajikan dalam bentuk crosstab analysist, project mapping, tabel, dan gambar. Setelah semua data
disajikan, ditarik kesimpulan dari hasil yang didapat yang mana tahap ini merupakan bagian akhir dari
proses analisis data pada penelitian ini.

Kajian Pustaka
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Pada penelitian ini, yang menjadi bahan kajian yaitu pembangunan partisipatif oleh pemerintah
lokal pada media e-monev pembangunan fisik di Kabuapten Belitung Timur. E-monev merupakan salah
satu instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang digunakan untuk
menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (PEPP) (Seyselis & Pradana, 2021). Dalam rangka
menciptakan aplikasi pemantauan dan evaluasi secara elektronik, tidak lepas dari indikator-indikator
pengembangan konsep digitalisasi pemerintahan, yang mana indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:
1) Support, berupa dukungan dari pejabat publik setempat yang mana indikator ini merupakan indikator
paling penting supaya konsep digitalisasi pemerintahan bisa diterapkan; 2) Capacity, berupa sumber daya
yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan digitalisasi pemerintahan untuk
mewujudkan konsep yang sudah diciptakan; 3) Value, berupa manfaat yang didapatkan oleh pemerintah
sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan (Indrajit, 2002).

Sedangkan pembangunan partisipatif adalah sistem pengelolaan pembangunan yang melibatkan
rakyat secara langsung maupun tidak langsung dan menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai obyek
melainkan sekaligus sebagai subyek pembangunan (Maripah, 2017). Pada dasarnya, terdapat 3 prinsip
dalam pembangunan partisipatif, yaitu: 1) Melibatkan warga masyarakat dalam dalam proses
pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban; 2) Setiap pengambilan
keputusan kebijakan diketahui, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat; serta 3) Setiap tahapan dapat
dipertanggungjawabkan kepada warga baik secara administrasi, manajerial, dan sosial (Timur, 2020).
Maka dari itu, dalam mengkaji variabel pembangunan partisipatif, penulis menggunakan 3 indikator
pengukuran yang terdiri dari keterlibatan, kemudahan akses, dan akuntabilitas.

Sistem e-monev memudahkan proses pengawasan dalam pembangunan dan membantu pegawai
pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya, salah satunya monitoring terhadap belanja daerah
(Ramadhani & Nasrah, 2019; Romdon, 2020) yang mana dibuktikan dengan hasil penilaian evaluasi
SAKIP, tingkat capaian keberhasilan program pembangunan, persentase produk hukum yang
diselesaikan, serta rata-rata penyerapan anggaran yang meningkat (Seyselis & Pradana, 2021). Adapun
kesuksesan implementasi e-monev tidak lepas dari beberapa hal yang menjadi pendorong dari proses
implementasi tersebut sehingga implementasi yang sukses akan memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara transparan, terkontrol, dan akuntabel (Asri & Widianto, 2019; Basri et al., 2020;
Toidin et al., 2017). Melengkapi penelitian sebelumnya, sistem monitoring secara elektronik juga bisa
memproses hasil monitoring pencairan dana, laporan kegiatan kecamatan dan desa, realisasi dari target
kerja yang ditentukan, serta informasi pencairan dana tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 (Afriansyah et al.,
2015). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, sangat berperan penting dalam
memberikan penilaian untuk bahan evaluasi pembangunan (Hardianti et al., 2017).

Salah satu penelitian sebelumnya yaitu terkait peranan pemerintah lokal dalam pembangunan
partisipatif, menjelaskan bahwa pemerintah lokal (dalam hal ini kepala desa) yang ada di Desa Bukit
Pedusunan Kabupaten Kuatan Singingi (Prananda, 2019) dinilai cukup berperan dalam mengkoordinasi
pembangunan partisipatif di daerahnya. Tidak hanya itu, kewenangan kepala desa juga memberikan
efektifitas pada pelaksanaan pembangunan secara partisipatif pada Desa Baholang Kabupaten Pulau
Taliabu (Amane, 2017). Keterlibatan lainnya yang dibentuk dalam pembangunan partisipatif adalah
peranan yang diberikan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), mereka berperan dalam
membantu pemerintah desa melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pelestarian, serta
evaluasi pembangunan desa yang mana sekaligus menggerakan masyarakat dalam partisipasi
pembangunan (Irfan et al., 2020). Tidak hanya pemerintah lokal dan lembaga masyarakat saja,
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masyarakat sendiri juga memberikan peranan dalam pembangunan partisipatif. Seperti yang terjadi di
Desa Pendingin Kabupaten Kutai Kartanegara, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan
oleh adanya kesadaran masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana jalan,
sumbangan swadaya berbentuk tenaga dan materi, serta adanya dukungan dan kemauan dari masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Putra, 2019). Berbeda halnya dengan pembangunan partisipatif
yang terjadi di Kota Tangerang Selatan melalui Program Tangsel Youth Planner, program ini berperan
penting dalam mewadahi partisipasi masyarakat lokal dengan adanya akomodir keterlibatan masyarakat
yang menekankan pada aspek pembangunan fisik di Kota Tengerang Selatan (Novian & Machdum,
2020). Lain pula dengan apa yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur, yang mana dalam pembangunan
fisik di Desa Telaga terdapat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarkat (LPM) dalam menyampaikan
agenda program rencana pembangunan serta memobiliasasi partisipasi masyarakat di Desa Tealaga
(Fratama, 2021).

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik beberapa penelitian sebelumnya terkait keterlibatan pada
pembangunan partisipatif menggunakan Vosviewer, kepadatan kajian yang terdapat dalam google
schoolar digambarkan sebagai berikut.

(_pembangunan fisik )

lembaga pemberdayaan masyaraka

((peran)
(esmbaznan catisesile) —_—
pauisnpas{
& VOSviewer [
20190 20192 20194 20196 20198 20200

Figure 1. Kepadatan kajian dalam Google Schoolar
Sumber: VOS Viewer version 1.6.18

Kepadatan kajian beberapa penelitian terdahulu terkait keterlibatan dalam pembangunan
partisipatif pada google scholar terdiri dari 3 cluster kajian. Berikut ini uraian pengelompokkan kajian
sebelumnya yang terdapat dalam google scholar.

Tabel 1. Klasifikasi kajian dalam Google Schoolar

- Kepala Desa
- Masyarakat

Cluster 1 - Musrenbang

- Partisipasi

- Pembangunan

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Fisik

Cluster 2 - Pembangunan Partisipatif
- Peran
Cluster 3 - Partisipasi Masyarakat

- Partisipatif
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- Pembangunan Infrastruktur
Sumber: VOS Viewer 1.6.18

Berdasarkan 3 cluster hasil analisis bibliometrik beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa
topik yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Topik penelitian sebelumnya yang berkaitan
dengan penelitian ini yaitu pembangunan partisipatif, kepala desa, pembangunan fisik, dan pembangunan
infrastruktur. Dari beberapa topik kajian di atas, sudah ada yang membahas tentang Keterlibatan
pemerintah lokal (dalam hal ini kepala desa). Akan tetapi, konteksnya masih dalam cluster partisipasi,
pembangunan , dan musrenbang. Dalam konteks pembangunan partisipatif dan pembangunan fisik, hanya
terdapat keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini kemudian memberikan ruang bagi
penelitian ini untuk mengkaji keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif pada aplikasi
monitoring pembangunan fisik. Maka dari itu, penelitian ini menjadi pembaharuan dalam kajian
keterlibatan pemerintah lokal dalam pembangunan partisipatif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini terlebih dahulu mengenalkan Aplikasi Simpor sebagai media monitoring
pembangunan fisik partisipatif di Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan
tentang keterlibatan pemerintah lokal (OPD dan pemerintah desa) dalam pembangunan partisipatif
melalui Aplikasi Simpor sebagai media e-monev pembangunan fisik di Kabupaten Belitung Timur
dengan menggunakan 3 indikator penilaian. Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan, kemudian
diikuti solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Aplikasi
Simpor sebagai media e-monev.

a. Aplikasi Simpor sebagai Media Monitoring Pembangunan Fisik Partisipatif di
Kabupaten Belitung Timur

Aplikasi Simpor merupakan salah satu bentuk implementasi e-government di Kabupaten Belitung
Timur. Aplikasi Simpor diciptakan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan
pengawasan pembangunan konstruksi/ fisik, yang mana partisipasi masyarakat dalam hal ini diwakili oleh
pemerintah desa. Dalam pengembangannya, Aplikasi Simpor memiliki indikator-indikator yang harus
diperhatikan sebagai bentuk digitalisasi pemerintahan. Indikator yang dimaksud terdiri dari dukungan
pejabat setempat (support), kesiapan sumber daya (capacity), dan manfaat yang diperoleh (value)
(Indrajit, 2002). Kemunculan Aplikasi Simpor sebagai media e-monev, berdasarkan temuan yang
kemudian dianalisis menggunakan software Nvivo 12Plus menunjukkan hasil sebagai berikut:

Crosstab Query - Results Preview

.Dukungan
Sumber Daya 41.00% DManlaal
[Hsumber Daya
Manfaat 41.00%
&
&
&
AY
& Dukungan 17.00%

G)\;?’ 0% 5% 0% 15% 20% 25% 30% 35%  40%  45% 50%

Cading references percentage

Figure 2. Analisis Indikator E-Monev pada Aplikasi Simpor
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Sumber: Data Primer (Nvivo 12Plus)

Berdasarkan crosstab analisyst, indikator e-monev pada Aplikasi Simpor terkait pembangunan
partisipatif memiliki dua indikator yang dominan. Indikator tersebut adalah sumber daya dan manfaat
yang mana keduanya masing-masing sebesar 41%. Sedangkan satu indikator lainnya, yaitu dukungan,
hanya memiliki intensitas sebesar 17%. Pada indikator sumber daya, terdapat 3 ukuran yang digunakan
untuk menilai kesiapan sumber daya Aplikasi Simpor, yaitu: 1) biaya yang dibutuhkan; 2) kebutuhkan
infrastruktur teknologi informasi; dan 3) kebutuhan skill yang harus dimiliki pengguna. Temuan yang
didapat menunjukkan bahwa tidak ada biaya khusus yang digunakan dalam penciptaan Aplikasi Simpor.
Hal ini dikarenakan penciptaan Aplikasi Simpor merupakan salah satu syarat untuk mengikuti diklat PKP
(Pengawasan Kepemimpinan) yang tidak memungut biaya apapun. Selanjutnya, untuk menjalankan
Aplikasi Simpor, pengguna bisa menggunakan handphone melalui alamat simpor.beltim.go.id
dikarenakan aplikasi ini belum bisa diakses secara mobile untuk didownload melalui playstore. Dalam
menggunakan Aplikasi Simpor, pengguna hanya memerlukan kecakapan dalam menggunakan
handphone, khususnya kemampuan mengambil foto yang mana akan diperlukan untuk melakukan
monitoring.

Dalam rangka pemenuhan sumber daya untuk Aplikasi Simpor, terdapat 2 kendala yang dihadapi
oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yaitu:

a) Pengembangan Aplikasi Simpor yang masih lambat. Menu yang dimuat dalam Aplikasi Simpor
masih sangat sederhana. Meskipun demikian, untuk melaksanakan pengembangan itu, terlebih
dahulu harus menunggu kesiapan dari Diskominfo Kabupaten Belitung timur untuk menambah
fitur dari Aplikasi Simpor.

b) SDM pelaksana yang masih terbatas. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya SDM yang
melakukan verifikasi di Leading sector Ekbang, yang mana hanya dilakukan oleh 1 orang saja.

Kendala yang dijelaskan berkaitan dengan keterbatasan SDM yang dimiliki pemerintah dalam
penggunaan Aplikasi Simpor. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat SDM merupakan salah satu ukuran
untuk menilai kesiapan pengembangan e-government, tidak terkecuali dalam digitalisasi sistem
monitoring pembangunan (e-monev) (Warinda, 2019). Untuk merawat dan mengembangkan e-
government, paling tidak dibutuhkan empat jenis SDM bidang IT yang terdiri dari: system analist, senior
programmer, junior programmer, dan operator (Mariah, 2017). Kurangnya kapasitas SDM dengan
empat kriteria di atas, membuat Kabupaten Belitung Timur memiliki kendala dalam pengembangan
Aplikasi Simpor dan verifikator di leading sector. Tidak hanya kapasistas SDM, pemerintah juga harus
memperhatikan beberapa faktor lingkungan untuk mencapai efisiensi dari pengembangan e-government
(Nam et al., 2022). Oleh karena itu, dalam pemenuhan efisiensi digitalisasi pemerintahan, Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur memerlukan usaha lebih supaya implementasi Aplikasi Simpor bisa maksimal
dan mampu berkembang sebagaimana mestinya.

Selanjutnya temuan tentang indikator manfaat yang diberikan oleh Aplikasi Simpor menunjukkan
hasil analisis sebesar 41%. Memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian terdahulu yang menjelaskan
tentang manfaat dari sistem e-monev, yang mana e-monev memberikan beberapa manfaat diantaranya
(Ramadhani & Nasrah, 2019; Romdon, 2020): 1) Memudahkan pegawai pemerintah dalam controlling,
pengawasan, dan evaluasi anggaran belanja daerah secara nyata pada tiap OPD; 2) Memberikan fast and
good service kepada masyarakat sebagai penyedia barang/jasa; serta 3) Dapat memberikan informasi
yang diinginkan. Dalam penggunaannya, Aplikasi Simpor memberikan beberapa manfaat nyata bagi
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Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan temuan yang ada, terdapat beberapa manfaat yang
dirasakan dalam perspektif pemerintah dengan adanya Aplikasi Simpor sebagai media e-monev, yaitu: a)
Aplikasi Simpor sebagai media penyampaian informasi; b) Aplikasi Simpor bisa melakukan monitoring
secara dua arah (korelasi antara OPD dengan pemerintah desa serta keterlibatan langsung kepala daerah
dalam aplikasi); dan c) Aplikasi Simpor menjadikan proses monitoring menjadi lebih mudah dan efisien.

Jika melihat perbandingan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini, keduanya
sama-sama menjelaskan bahwa e-monev memberikan manfaat sebagai media penyampai informasi dan
memudahkan proses monitoring pemerintah. Hanya saja, pada Aplikasi Simpor terdapat manfaat
tambahan yakni Aplikasi Simpor memfasilitasi monitoring pembangunan secara dua arah dan juga
keterlibatan langsung kepala daerah di dalam aplikasi. Hal ini membuktikan bahwa Aplikasi Simpor
memberikan manfaat baru sebagai media e-monev bagi pemerintahan dalam menjalankan monitoring
pembangunan. Sehingga sistem monitoring dan evaluasi yang diciptakan bertujuan untuk meningkatkan
transparansi, memperkuat akuntabilitas, membangun budaya kinerja pemerintahan, mendukung
pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, memperbaiki pengelolaan anggaran guna memperkuat
tata kelola pemerintahan, serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaksana
pembangunan (Diinkel, 2018; Warinda, 2019).

Berbeda dari dua indikator yang sudah dijelaskan, intensitas dukungan pada Aplikasi Simpor
hanya sebesar 17%. Dukungan ini berupa ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur No.
26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknik Pengendalian dan Evaluasi Program/ Kegiatan Pembangunan
Daerah sebagai penjamin keberlangsungan penggunaan aplikasi ini. Tidak hanya mendapatkan dukungan
dari sisi regulasi, Aplikasi Simpor juga mendapat dukungan dari sisi psikologi dan sisi pemanfaatan
output dari Aplikasi Simpor ini sendiri. Dukungan lainnya yang diberikan adalah dari OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa keikutsertaan OPD dalam penginputan data dan informasi
ke dalam Aplikasi Simpor.

Dalam penelitian ini, juga ditampilkan perbandingan intensitas masing-masing indikator dari
narasumber.

Crosstab Query - Resulls Preview

akuntabilitas -
z 8
Manfaat I

1i a
% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

2

Coding references percentage

Figure 3. Analisis Wawancara Narasumber (1)
Sumber: Data Primer (Nvivo 12Plus)

Grafik di atas menunjukkan hasil analisis wawancara dengan narasumber, yang mana hasil
wawancara tersebut meliputi keterkaitan yang diteliti, yaitu antara Aplikasi Simpor dengan pembangunan
partisipatif. Berdasarkan hasil analisis di atas, intensitas terbesar dalam wawancara adalah sumber daya
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yang mana menghampiri angka 40%. Selanjutnya disusul oleh keterlibatan dengan intensitas lebih dari
20%. Kemudian dukungan lebih dari 15%, kemudahan akses sebesar 10%, akuntabilitas 5%, dan paling
sedikit yaitu intensitas dari manfaat yaitu kurang dari 5%. Indikator sumber daya menempati jumlah
terbesar dalam temuan penelitian ini dikarenakan dalam indikator sumber daya terdapat 3 kriteria sumber
daya yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk pengembangan e-government. Hal ini berdampak pada
temuan yang didapatkan, sumber daya lebih mendominasi jika dibandingkan dengan indikator lainnya.
Maka dari itu, hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa indikator sumber daya memiliki intensitas
paling besar dalam kajian ini. Berbeda pula dengan indikator manfaat yang memiliki intensitas paling
kecil dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan Aplikasi Simpor belum diakses masyarakat secara
langsung. Oleh karena itu, temuan yang didapat tentang manfaat Aplikasi Simpor, hanya melihat dari
perspektif pemerintah saja.

Crosstab Query - Results Preview

Coding referances

akuntabiltas Kemudahan akses Keterlibatan

Figure 4. Analisis Wawancara Narasumber (2)
Sumber: Data Primer (Nvivo 12 Plus)

Selanjutnya, grafik di atas juga menunjukkan hasil analisis wawancara dengan narasumber. Akan
tetapi, hasil wawancara di atas hanya meliputi kajian pembangunan partisipatif. Hasil analisis
menunjukkan bahwa, akuntabilitas memiliki intensitas yang hampir menyeluruh yaitu mencapai 100%.
Akibat dari hal ini, dua indikator lainnya yaitu kemudahan akses dan keterlibatan memiliki intensitas
yang sangat rendah, bahkan tidak ada. Hal ini akan dijelaskan lebih rinci pada pembahasan selanjutnya.
Melihat perbandingan analisis wawancara di atas, meskipun terdapat perbandingan intensitas tetapi kajian
yang diteliti menuju pada arah yang sama, yaitu pembangunan partisipatif. Maka dari itu, bisa dilihat
keterkaitan antara e-monev (Aplikasi Simpor) dan pembangunan partisipatif.

- /’PEMBANGUNAN
PARTIS(FATI F

O, ku tal bht

Pembangunan™

Partisipat tf
\“m han akses,

Ket rlibatan

Figure 5. Project Mapping
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Sumber: Nvivo 12Plus

Project map di atas menunjukkan bahwa Aplikasi Simpor sebagai e-monev yang melibatkan
partisipasi menuju pada satu tujuan, yaitu pembangunan partisipatif. Hal ini sesuai dengan rancangan
manfaat dari Aplikasi Simpor yang dimuat dalam “Laporan Aksi Perubahan: Peningkatan Kualitas
Pencatatan Dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring Sebagai Bahan Kebijakan Pengendalian Pembangunan
Melalui Program “Bb Online” Dan Aplikasi Simpor”, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Manfaat Aksi Perubahan Aplikasi Simpor

Manfaat Deskripsi
Memakasimalkan ~ sumber daya di  Subbagian
Reformasi Birokrasi Administrasi  Pembangunan, guna memaksimalkan
fungsinya.

Meningkatkan pencatatan dan tindak lanjut hasil
monitoring untuk bahan kebijakan pimpinan.

Secara tidak langsung memberikan akses kepada
masyarakat untuk melakukan monitoring pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Belitung Timur melalui
pemerintah desa.

Sumber: Data Sekunder (Haliza, 2021)

Perbaikan Kinerja

Kualitas Pelayanan Publik

b. Pembangunan Partisipatif oleh Pemerintah Lokal melalui Aplikasi Simpor di
Kabupaten Belitung Timur

Partisipasi dalam pengawasan pembangunan merupakan suatu kepentingan untuk mencapai
stabilitas pemerintahan. Partisipasi mendorong pemikiran kritis tentang lingkungan sekitar yang nantinya
digunakan dalam inisiatif pembangunan sehingga terjadi peningkatan pada efektivitas dan efisiensi biaya
program pembangunan (Mohan, 2014; Reeves, 2015). Pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor
menghasilkan temuan terkait indikator yang diteliti. Temuan di lapangan menunjukkan hasil sebagai
berikut:

Crosstab Query - Results Preview

[Wlekuntabilitas
[Ckemudahan akses
[ElKeteriibatan

Keterlibatan

Kemudahan akses

Q akuntabilitas

& 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%  50%

Coding references percentage

Figure 6. Analisis Indikator Pembangunan Partisipatif
Sumber: Data Primer (Nvivo 12Plus)

Hasil analisis menunjukkan bahwa indikator yang dominan terkait variabel pembangunan
partisipatif adalah keterlibatan dengan intensitas 44%. Intensitas tertinggi kedua yaitu akuntabilitas 33%.
Terakhir intensitas kemudahan akses sebesar 22%. Faktanya, Aplikasi Simpor melibatkan partisipasi dari
beberapa stakeholders yang terdiri dari Leading sector yaitu Bagian Ekonomi, Pembangunan, dan
Sumber Daya Alam (Ekbang) Setda Kabupaten Belitung Timur; Pemerintah Desa; OPD; dan Kepala
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Daerah. Dalam hal ini, tiap desa melaksanakan monitoring mewakili masyarakat sebagai Admin Simpor
sekaligus agen pembangunan yang akan menyampaikan bagaimana penyampaian informasi melalui
Aplikasi Simpor untuk melakukan monitoring pembangunan. Adapun data dan informasi yang dimaksud
mencakup pelaksanaan pekerjaan, nomor kontrak, tanggal kontrak, nama penyedia, realisasi keuangan,
serta tanggapan-tanggapan terhadap hasil monitoring dari pemerintah desa maupun dari pihak Ekbang
sendiri. Tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dibuatkan akun Aplikasi Simpor
untuk pelaporan data dan informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini daftar
jumlah pengguna Aplikasi Simpor dari masing-masing OPD.

Tabel 3. Daftar jumlah pengguna Aplikasi Simpor

User Jumlah Akun
Kepala Daerah & Wakil 2
Leading Sector (Ekbang) 1
OPD 49
Pemerintah Desa 39
Total 91

Sumber: Data Sekunder (Data diolah penulis)

Dikarenakan belum adanya akses langsung dari masyarakat pada aplikasi Simpor dan masyarakat
masih diwakili pemerintah desa, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari
pemerintah desa untuk mengetahui keterlibatan yang terjadi dalam penggunaan Aplikasi Simpor sebagai
media monitoring pembangunan partisipatif. Narasumber yang dimaksud adalah admin Simpor dari
beberapa desa yang masuk dalam daftar pengguna Aplikasi Simpor. Hasil wawancara dengan admin
Simpor beberapa desa di Kabupaten Belitung Timur, ditampilkan dalam crosstab analisyst adalah sebagai
berikut.

Crosstab Query - Results Preview

WMasyarakat
[CJPemerintah Desa

Pemerintah Desa

ey 0% 9% 18% 27% 36% 45% 54% B63% 72% B81% 90%

Coding references percentage

Figure 7. Analisis Partisipasi pada Aplikasi Simpor
Sumber: Data Primer (Nvivo 12Plus)

Grafik di atas menunjukkan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Kurnia Jaya, Desa
Simpang Pesak, Desa Dukong, Desa Mayang, Desa Gantung, Desa Aik Kelik, Desa Selinsing, Desa
Lalang, Desa Bentaian Jaya, dan Desa Dendang. Hasil analisis wawncara melalui crosstab analisyst
Nvivo 12Plus di atas menunjukkan intensitas masing-masing keterlibatan masyarakat dan pemerintah
desa dalam monitoring pembangunan melalui Aplikasi Simpor. Berdasarkan grafik di atas, keterlibatan
yang mendominasi dalam monitoring pembangunan melalui Aplikasi Simpor adalah keterlibatan
pemerintah desa yaitu >80%. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam monitoring melalui Aplikasi
Simpor hanya <18%. Intensitas keduanya memiliki perbandingan yang sangat besar. Untuk meningkatkan
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pembangunan partisipatif, pemerintah desa harus mampu berperan sebagai dinamisator, katalisator, serta
pelopor pembangunan guna memperoleh partisipasi dari masyarakat (Putri, 2022). Penelitian sebelumnya
mengungkapkan bahwa kepala desa dinilai cukup berperan dalam mengkoordinasi pembangunan
partisipatif di daerahnya sehingga memberikan efektifitas pada pelaksanaan pembangunan (Amane, 2017;
Prananda, 2019). Keterlibatan pemerintah desa pada Aplikasi Simpor adalah pemerintah desa (Admin
Simpor) terjun langsung untuk melakukan monitoring/pengawasan pembangunan yang ada di desa,
mengambil foto kegiatan, dan mengisi laporan pemantauan di Aplikasi Simpor. Pemerintah desa
memantau progress pembangunan mulai dari 0% hingga 100% dan laporan disampaikan setiap awal
bulan maksimal tanggal 5. Dalam penyampaian laporan monitoring, juga diikuti dokumentasi progress
pembangunan yang berjalan. Berikut ini salah satu contoh laporan monitoring yang dilakukan oleh
pemerintah desa di kabupaten Belitung Timur.

Nama Paket Nama Tanggal Papan Tenaga
Pekerjaan Spesifikasi Satker Lokasi Monitoring Proyek  Kerja Keterangan

Pemeliharaan  Tebasan, Talud, DINAS Desa 2021-09-22 X v Pemeliharaan
Bahu Jalan Timb./perbaikan ~ PEKERJAAN  Cendil  00:00:00 bahu jalan
Desa Cendil Bahu jalan UMUM DAN desa cendil
PENATAAN

RUANG

Pemeliharaan bahu jalan desa cendil

Figure 8. Tampilan Laman Monitoring Desa pada Aplikasi Simpor
Sumber: Data Sekunder (Aplikasi Simpor)

Berbeda dengan keterlibatan pemerintah desa, keterlibatan masyarakat pada Aplikasi Simpor
masih sangat minim. Dari 10 desa yang diwawancarai, hanya Desa Mayang dan Desa Gantung yang
masyarakatnya sudah memberikan partisipasi dalam memberikan laporan kepada pemerintah desa terkait
progress pembangunan untuk disampaikan dalam Aplikasi Simpor. Pada Desa Mayang, tepatnya tahun
2021 yang lalu terdapat proyek pembangunan jalan tani. Dalam hal ini masyarakat (khususnya kelompok
tani) sudah dilibatkan dalam proses pengawasan progress pembangunan, dan mereka juga memberikan
laporan hasil pengawasan kepada admin Simpor untuk dijadikan bahan laporan monitoring di Aplikasi
Simpor. Seperti halnya di Desa Mayang, masyarakat di Desa Gantung sudah menunjukkan partisipasinya
dalam implementasi Aplikasi Simpor. Masyarakat menyampaikan laporan kepada desa, kemudian
operator (admin) melakukan pengecekan setiap bulan proses pembangunan untuk dilaporkan dalam
Aplikasi Simpor. Adapun partisipasi lainnya yang bisa diberikan masyarakat dalam pembangunan
ditunjukkan oleh kesadaran masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan prasarana jalan,
sumbangan swadaya berbentuk tenaga dan materi, serta adanya dukungan dan kemauan dari masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Putra, 2019). Selain itu, terdapat kesukarelaan partisipasi
masyarakat berupa pengumpulan data, pelaporan, pendampingan an verifikasi manfaat, serta umpan balik
keberhasilan proyek (Kabonga, 2020). Minimnya partisipasi masyarakat yang ada dikarenakan Aplikasi
Simpor terbilang baru dan saat ini masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, maka dari itu aplikasi
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ini belum dikenalkan secara umum kepada masyarakat, sehingga berdampak pada kurangnya informasi
tentang peluang partisipasi (Chouinard & Cousins, 2013; Jekabsone, 2019).

Beralih dari partisipasi masyarakat, adapula partisipasi lain yang dibentuk dalam monitoring
pembangunan melalui Aplikasi Simpor berupa koordinasi antara OPD, Leading Sector (Ekbang), dan
pemerintah desa dalam melakukan monitoring pembangunan secara 2 arah. Selain itu, partisipasi yang
dibentuk berupa keterlibatan kepala daerah dalam memantau langsung perkembangan pembangunan
dalam Aplikasi Simpor. Koordinasi antar SKPD ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat
partisipasi dalam pembangunan partisipatif (Abadi et al., 2014). Akanbang & Abdallah, (2021) juga
menyatakan bahwa staff inti pemerintahan (stakeholders) merupakan aktor utama yang terlibat dalam
pemantauan, yang mana stakeholders memiliki akses informasi untuk menilai ketercapaian tujuan suatu
proyek pembangunan (Gxabuza & Nzewi, 2021). Dalam melaksanakan monitoring pembangunan,
laporan monitoring dari pemerintah desa bisa ditanggapi oleh OPD dengan melibatkan Leading Sector
(Ekbang) yang membantu proses verifikasi sehingga terjadilah proses monitoring dua arah yang
merupakan salah satu manfaat dari Aplikasi Simpor. Korelasi para pemangku kepentingan kemudian
dijadikan bentuk peningkatan kapasitas monitoring evaluasi partisipatif yang berpengaruh pada
keberlanjutan suatu proyek pembangunan (Rogito et al., 2020). Hal inilah yang menjadi kelebihan dari
Aplikasi Simpor bahwa OPD bisa memberikan tanggapan atas hasil monitoring yang dilakukan oleh
pemerintah desa. Berikut ini gambaran proses monitoring dua arah pada Aplikasi Simpor.

Pemerintah

Desa Ekbang OPD

Figure 9. Monitoring 2 arah pada Aplikasi Simpor
Sumber: Data diolah penulis

Aplikasi Simpor juga memiliki kekurangan, yakni masyarakat masih belum terlibat secara
langsung dalam penggunaan aplikasi. Aplikasi Simpor belum disebarluaskan secara umum ke
masyarakat, sehingga akses yang ada masih terbatas. Pada dasarnya terdapat empat macam partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, salah satunya adalah partisipasi dalam evaluasi. Jenis partisipasi ini
berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan secara menyeluruh, dengan tujuan untuk
mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana yang ditetapkan serta untuk melihat
penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan (Lukman, 2017). Dalam kasus
Aplikasi Simpor, partisipasi yang ada berupa koordinasi antara pemerintah desa, OPD, dan Leading
Sector secara dua arah dalam melakukan monitoring pembangunan. Pada penelitian terdahulu, terdapat
keterlibatan lainnya yang dibentuk dalam pembangunan partisipatif yaitu peranan yang diberikan oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) (Irfan et al., 2020). Mereka berperan dalam membantu
pemerintah desa melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pelestarian, serta evaluasi
pembangunan desa yang mana sekaligus menggerakan masyarakat dalam partisipasi pembangunan (Irfan
et al., 2020). Hal ini dengan apa yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur yang menjelaskan bahwa terdapat
peran Lembaga Pemberdayaan Masyarkat (LPM) dalam pembangunan fisik berupa penyampaian agenda
program rencana pembangunan serta mobiliasasi partisipasi masyarakat di Desa Telaga (Fratama, 2021).
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Akuntabilitas informasi yang disampaikan, akses pada Aplikasi Simpor masing-masing
stakeholders memiliki tampilan dashboard menu yang berbeda-beda. Untuk leading sector (Ekbang)
menu yang terdapat pada dashboard terdiri dari menu paket pekerjaan (terdiri dari submenu Sirup) dan
menu monitoring (paket monitoring; evaluasi monitoring). Selanjutnya, dashboard OPD yang terdiri dari
menu paket pekerjaan dan menu monitoring. Pemerintah desa, dashboard yang ditampilkan terdiri dari
menu Untuk bupati hanya tersedia satu menu yaitu menu monitoring yang terdiri dari submenu laporan
monitoring. Akuntabilitas laporan monitoring dan evaluasi partisipatif membantu identifikasi kemunculan
masalah, sehingga informasi yang diberikan membantu pemangku kepentingan untuk mengambil
tindakan dengan tepat (Kananura et al., 2017). Supaya dimensi pembangunan partisipatif berkembang,
salah satu upaya yang harus dilakukan adalah reformasi struktur kekuasaan (Arko, 2019) demi
tercapainya akuntabilitas pelaporan dalam monitoring pembangunan. Pada masing-masing submenu
Aplikasi Simpor, terdapat beberapa informasi yang ditampilkan untuk melakukan monitoring
pembangunan, yang mana perinciannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rincian informasi pada Aplikasi Simpor

Submenu Informasi yang Ditampilkan

- Tahun anggaran
SIRUP (database paket - Tanggal SIRUP
pembangunan; tampilan pada - Jenis APBD
dashboard leading sector) - Status Simpor
- Action
- IDRUP
- Nama paket pekerjaan
- Spesifikasi
- Jumlah pagu (Rp.)
- Realisasi keuangan (Rp.)
- Sisa pagu (Rp.)
- Kode satuan kerja
- Nama satuan kerja
- Lokasi
- Jumlah paket
- Tanggal awal pekerjaan SIRUP
- Tanggal akhir pekerjaan SIRUP
- Nama pejabat pembuat komitmen
- NIP pejabat pembuat komitmen
- Volume
- Nnama perusahaan
Detail paket - Nama direktur
- Alamat kantor
- NPWP
- Nomor kontrak
- Tanggal kontrak
- Nilai kontrak
- Masa pelaksanaan
- Tanggal monitoring
- Papan proyek
- Tenaga kerja
- Foto
- Keterangan
- Indikasi permasalahan
- % realisasi fisik
- 9% realisasi keuangan.
Tanggapan/ saran Kolom untuk menyampaikan tanggapan/ saran.

Sumber: Data Sekunder (Aplikasi Simpor)

Paket monitoring

Detail monitoring
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Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bentuk perkembangan otonomi harus mampu
menciptakan akuntabilitas untuk mewujudkan pembangunan partisipatif. Menurut Prianto, (2018)
terdapat 5 dimensi akuntabilitas yang harus diciptakan dalam perkembangan otonomi, yaitu: policy
accountability; pelaksanaan anggaran sudah benar; kepastian terhadap hukum; nilai efisiensi; dan
akuntability proses. Informasi pada submenu SIRUP mewaliki dimensi policy accountability dan dimensi
kepastian terhadap hukum. Informasi pada submenu paket monitoring mewakili dimensi pelaksanaan
anggaran sudah benar, yang mana pada dimensi ini ditampilkan secara detail informasi tentang ID RUP;
nama paket pekerjaan; spesifikasi; jumlah pagu (Rp.); realisasi keuangan (Rp.); sisa pagu (Rp.); kode
satuan Kkerja; nama satuan kerja; lokasi; hingga jumlah paket. Informasi pada submenu detail monitoring
mewakili dimensi nilai efisiensi dan akuntability proses. Dimensi nilai efisiensi ditunjukkan oleh
informasi tentang persentase realisasi fisik dan persentase realisasi keuangan. Sedangkan dimensi
akuntability proses ditunjukkan oleh informasi tentang papan proyek; tenaga kerja; foto; keterangan; serta
indikasi permasalahan. Berdasarkan perincian informasi yang sudah ditampilkan, Aplikasi Simpor sudah
memenuhi kelima dimensi akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan (media e-monev) untuk
mewujudkan pembangunan partisipatif.

Selanjutnya, untuk mengakses Aplikasi Simpor dikategorikan cukup mudah. Dalam
menjalankannya pengguna hanya memerlukan Hp atau laptop/PC. Kemudian lakukan langkah-langkah
berikut untuk mulai menjalankan Aplikasi Simpor.

a) Buka web browser yang ada di Hp atau Laptop/PC.

b) Ketikkan alamat simpor.beltim.go.id pada kolom search atau alamat website.

c) Setelah halaman login muncul, masukkan username dan password. Setelah itu Aplikasi Simpor
siap dijalankan.

Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, didapat hasil yaitu: 1) penciptaan Aplikasi Simpor sebagai
media monitoring pembangunan partisipatif di Kabupaten Belitung Timur sudah memenuhi dasar-dasar
pengembangan digitalisasi pemerintahan; 2) keterlibatan pemerintah desa pada Aplikasi Simpor yaitu
sebagai wakil masyarakat yang melakukan pemantauan dan pelaporan progress pembangunan khususnya
dilakukan oleh admin simpor desa; 3) leading sector (Ekbang) sebagai pihak ketiga berperan sebagai
verifikator yang menjembatani pemerintah desa dengan OPD; 4) tiap OPD menginput informasi terkait
paket pembangunan dan tanggapan terkait monitoring yang dilakukan oleh pemerintah desa ke dalam
aplikasi Simpor. Maka dari itu, ditarik kesimpulan bahwa terdapat keterlibatan pemerintah lokal dalam
pembangunan partisipatif melalui Aplikasi Simpor sebagai media e-monev pembangunan fisik berupa
monitoring dua arah yang terjadi dalam proses monitoring pada Aplikasi Simpor. Dalam pengembangan
Aplikasi Simpor, juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah, yaitu: 1) pengembangan
Aplikasi Simpor yang masih lambat; dan 2) SDM pelaksana yang masih terbatas. Adapun saran bagi
pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk memperluas keterlibatan pada Aplikasi Simpor adalah
diantaranya: 1) leading sector, dalam hal ini melalui pemerintah desa sebaiknya mulai memberikan
edukasi ataupun pengenalan Aplikasi Simpor untuk masyarakat secara bertahap; 2) leading sector
sebaiknya merekrut SDM khusus yang memiliki basic IT untuk mengembangkan Aplikasi Simpor supaya
performa yang diberikan lebih maksimal; dan 3) leading sector sebaiknya menambah SDM operator yang
bertugas dalam verifikasi.
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